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BAB IV  

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Pemblokiran sertifkat hak milik yang telah dibebani hak tanggungan 

tersebut dapat juga diblokir oleh pihak ketiga dikantor pertanahan kota 

padang, karena blokir dilakukan terhadap hak atas tanah hak atas 

perbuatan hukum atau peristiwa hukum karena adanya sengketa atau 

konflik pertanahan. Alasan pemblokiran sertifikat tersebut disebabkan oleh 

inisiatif pembeli karena belum balik nama, Sertifikat hilang dan hubungan 

kepentingan antara pemblokir dengan pemilik tanah yang bermasalah dan 

takutnya wanprestasi. 

2. Kekuatan hukumnya tetap sah, tetap merupakan alat pembuktian yg 

terkuat kecuali apabila telah dibatalkan oleh pengadilan yang artinya 

walaupun sertipikat hak terpasang hak tanggungan dan dilakukan 

pemblokiran, sejauh tidak dibatalkan maka sertifikat tetap sah secara 

hukum dan merupakan alat bukti yg kuat, tetapi kepastian hukum para 

pihak akhirnya belum pasti. 

3. Proses pencabutan blokir hampir sama dengan permohonan blokir dimana 

masyarakat harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam format 

permohonan pencabutan blokir. Blokir yang dilakukan oleh suatu pihak 

karena tidak disertai dengan gugatan dan putusan sita jaminan dari 

pengadilan maka blokir tersebut hapus lewat dari jangka waktu 30 hari 

sejak tanggal pencatatan dimana blokir hapus tanpa perlu dilakukan 

pencabutan blokir oleh pihak yang mengajukan blokir 
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B. Saran 

1. Ke Kementerian ATR 

Sesuai saran dari petugas Kantor Pertanahan Kota Padang, untuk 

memudahkan persepsi di lapangan terkait penerapan Permen ATR/Kepala 

BPN No.13 Tahun 2017 diperlukan Petunjuk Teknis (juknis) lebih lanjut 

untuk mencegah tidak adanya penafsiran multi faktor terkait dengan jangka 

waktu pencatatan pemblokiran.Contoh adanya permasalahan yaitu terkait 

dengan kendala dengan jangka waktu blokir terhadap sertipikat yang 

diajukan permohonan pencatatan blokir dengan hubungan hukum pada 

Pasal 5 ayat (2) point (c) Permen ATR/ Kepala BPN No.13 Tahun 2017 

tentang ahli waris atau kepemilikan harta bersama dalam perkawinan yang 

dalam kenyataan jangka waktunya melebihi aturan menunggu 

penyelesaian hak kepemilikannya. 

2. Ke Kantor Pertanahan Kota Padang 

a. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan petugas 

Kantor Pertanahan Kota Padang dijelaskan bahwa kinerja Kantor 

Pertanahan Kota Padang yang terlalu lamban salah satunya disebabkan 

karena sifat kehati-hatian dan kurangnya tenaga administrasi, maka 

disarankan menunjuktenaga khusus administrasi yang bertanggung 

jawab tentang pencatatan permohonan dan penghapusan blokir serta 

membuat format ceklis analisa yang berguna menilai kemajuan proses 

permohonan dan ketepatan waktu terkait berkas permohonan pencatatan 

dan penhapusan blokir yang diajukan. 

b. Agar Kantor Pertanahan Kota Padang lebih selektif dalam 
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meningkatkan sikap kehati-hatian dalam bekerja, maka format baku 

permohonan blokir yang sudah digunakan agar diperbaiki 

redaksionalnya yaitu Pasal 6 Permen ATR /Kepala BPN No.13 Tahun 

2017 ttg persyaratan dan Pasal 13 tentang jangka waktu hapusnya 

catatan blokir. 

c. Dan dalam format baku tersebut tambahkan juga apakah sertifikat tanah 

yang dimohonkan blokir merupakan sertifikat yang terikat hak 

tanggungan atau tidak. Hal ini membantu kendala permohonan 

pemblokiran dalam melanjutkan ke proses pengkajian dan analisa akan 

terdeteksi lebih awal saat permohonan diajukan sehingga jangka waktu 

proses pengkajian dan pencatatan blokir sesuai Pasal 9 ayat (2) yang 

menjelaskan proses sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan 

diterima lengkap bisa terealisasi tepat waktu. 

3. Ke Masyarakat 

Perlu sosialisasi tentang pemberian informasi dalam format tertulis 

terkait apa saja yang diketahui oleh masyarakat dalam mengajukan 

permohonan pencatatan dan penghapusan blokir. 
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